
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK 

 

PIAGAM DEWAN KOMISARIS 

  



Tujuan 

Piagam Dewan Komisaris dibuat sebagai landasan atau pedoman yang mengikat setiap anggota 

Dewan Komisaris dengan tujuan memperkuat pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di 

PT Enseval Putera Megatrading Tbk (“Perseroan”). 

 

Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan Piagam Dewan Komisaris ini antara lain: 

• Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

• Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan 

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 

• Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten 

atau Perusahaan Publik. 

• Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan 

Kerja Komite Audit. 

• Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten 

atau Perusahaan Publik. 

• Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham 

Tertentu. 

• Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00001/BEI/01-2014 tentang 

Perubahan Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas 

Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. 

 

Nilai-nilai 

Perseroan memiliki nilai-nilai dasar “GISSIA” yang merupakan Pedoman dan wajib diterapkan 

oleh seluruh insan Enseval, termasuk Dewan Komisaris, dengan penjabaran sebagai berikut: 

a. Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Pelanggan. Setiap insan Enseval senantiasa 

memenangkan hati pelanggan melalui layanan prima; 

b. Integritas. Setiap insan Enseval senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam 

berinteraksi dengan seluruh stakeholder; 

c. Gigih untuk Mencapai yang Terbaik. Setiap insan Enseval senantiasa berusaha secara 

maksimal untuk mencapai hasil yang terbaik melalui pelaksanaan operasional yang 

unggul dan perbaikan berkesinambungan; 

d. Kerjasama yang Kokoh. Setiap insan Enseval mengutamakan kerjasama tim yang kokoh 

dalam keragaman budaya dan suasana kerja yang menyenangkan untuk mencapai 

tujuan Perseroan; 

e. Inovasi. Setiap insan Enseval menerapkan inovasi dalam berbisnis dengan 

memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memenangkan persaingan; 

f. Lincah. Setiap insan Enseval percaya bahwa kemampuan beradaptasi secara cepat 

terhadap perubahan merupakan keunggulan kompetitif untuk memenangkan 

persaingan.  



Piagam Dewan Komisaris 

 

Dewan Komisaris adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan secara umum dan atau secara khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberi nasihat 

kepada Direksi. 

 

A. Keanggotaan Dewan Komisaris 

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mempunyai 

akhlak, moral, integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum. 

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 

seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris, bilamana diperlukan dapat 

diangkat seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris, dan yang lainnya diangkat sebagai 

Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. 

 

B. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris bertugas: 

a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan 

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha 

Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. 

b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan dan jangka panjang Perseroan, 

selambat-lambatnya sebelum tahun buku yang baru dimulai. 

c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat 

Umum Pemegang Saham. 

d. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 

Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta 

menandatangani laporan tahunan tersebut. 

f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan 

prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, serta kewajaran. 

g. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain sejalan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam 

pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan 

Komite Audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang- 

undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban 

melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. 

 

 

 



Sehubungan tugas Dewan Komisaris tersebut, maka Dewan Komisaris berkewajiban: 

a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. 

b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan 

gejala kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada Rapat umum Pemegang 

Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. 

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai 

setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan. 

d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang 

Saham. 

e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang 

diperlukan mengenai perkembangan Perseroan. 

f. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain sejalan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan 

dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak 

memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan 

mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta 

berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal 

demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala 

hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya. 

Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dan/atau Komite 

dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan. 

Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk 

kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh 

Dewan Komisaris atas beban Perseroan. 

Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau 

lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan 

dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan 

kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Pemberhentian sementara 

harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari 

tindakan tersebut. 

Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian 

sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham 

untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada 

anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela 

diri. 

Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal 

Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak 

ketiga maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan 

dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal 

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin 

oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang 

saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. 



Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari 

setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut 

menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya. 

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak 

mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan 

untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau 

lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. 

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang 

Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya 

sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.  

Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu 

untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau 

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 

Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan 

kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan 

berlaku pula baginya. 

Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi Etika Bisnis Perseroan. 

 

C. Waktu Kerja Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu kerja yang memadai untuk menjalankan tugas dan 

kewajibannya secara optimal. 

 

D. Masa Jabatan Dewan Komisaris 

Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai 

dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa 

jabatan yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk 

memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya 

berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan 

diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.  

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang 

memutuskan pemberhentian tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan 

oleh Rapat Umum Pemegang Saham. 

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh 

Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. 

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 

30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diumumkan kepada para pemegang 

saham tentang akan diadakannya pemanggilan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang akan 

diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk 

mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang 

jabatannya telah menjadi lowong tersebut. 



Anggota Dewan Komisaris yang terbukti terlibat kejahatan keuangan maupun pelanggaran 

hukum lainnya tidak diperkenankan melanjutkan masa jabatannya. Proses pengunduran diri 

akan dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, yang 

dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana 

terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud 

seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta 

Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

 

E. Rapat Dewan Komisaris 

Tata Cara Rapat Dewan Komisaris 

Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan. Rapat dapat diadakan bilamana dianggap perlu oleh Presiden 

Komisaris atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas 

permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau 

lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan 

hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. 

Di samping Rapat Dewan Komisaris, Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris wajib diadakan 

secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 

Dewan Komisaris wajib menjadwalkan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris untuk tahun 

berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. 

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden 

Komisaris berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris. 

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk 

anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan 

mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera 

ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak 

sekurangnya 3 hari kerja sebelum Rapat diadakan. 

Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat 

yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci 

dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat. 

 

Lokasi Rapat Dewan Komisaris 

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha 

utama Perseroan. 

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu 

tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun di dalam 

wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat 

Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 

 

 



Pimpinan Rapat Dewan Komisaris 

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak 

dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat 

akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota 

Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang 

bersangkutan. 

 

Kuorum Rapat Dewan Komisaris 

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya 

apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau 

diwakili dalam Rapat tersebut. 

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh 

anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu. 

  

Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris 

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyarawah untuk mufakat. 

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan 

diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah 

yang dikeluarkan dalam Rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 

satu suara. 

Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang 

akan menentukan. 

Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 

1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. Pemungutan 

suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, 

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat 

menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. Suara 

abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang 

mengeluarkan suara dalam Rapat. 

Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat 

Risalah Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian 

ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat, dalam hal 

terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, 

yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang 

dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, 

penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. 

Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani akan berlaku sebagai bukti yang 

sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan 

Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. 

Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan 

Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis 

mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan 



persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan 

tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama 

dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. 

 

F. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris menyampaikan laporan Dewan Komisaris yang dimuat dalam Laporan 

Tahunan Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris untuk diajukan 

kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham Tahunan. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 

sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan 

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut 

tercermin dalam Laporan Tahunan. 


